
Disinyalir  Ada  Permainan
dalam  Tender  Pemkab  Batang
Hari Alias Bagi-bagi Kue
Batang  Hari,  Jambi  –  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari
melaksanakan  proyek  pembangunan,  disinyalir  dalam  proses
tendernya  ada  permainan.  Dugaan  kuat  tender  itu  merupakan
bagi-bagi kue alias bagi-bagi proyek, sehingga tidak ditemukan
adanya  proses  persaingan  dalam  penawaran  harga,  Kamis
(11/08/2025).

Kali ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten
Batang Hari menjadi sorotan, pasalnya dinas tersebut banyak
melakukan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi. Selain itu,
kepala dinas merangkap jadi PPK dalam semua lini pekerjaan.

Tahun anggaran 2025, Dinas PUTR melaksanakan kurang lebih 12
kegiatan pembangunan.

Dalam proses lelang pekerjaan tersebut disinyalir para peserta
yang  ikut  hanya  sebagai  pelengkap,  karena  tidak  ada  yang
melakukan penawaran.

Para peserta yang lain itu di dalam beberapa kegiatan juga
melakukan hal yang sama, hanya satu yang melakukan penawaran
yang lain hanya diam.

Sehingga  pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  dalam  beberapa
kegiatan tidak menemukan harga terendah, rata-rata penawaran
hanya berkurang sekitar 10 jutaan dari harga yang ditentukan
penyelenggara.

Sepertinya  para  peserta  kompak,  ketika  ada  PT/CV  yang
melakukan  penawaran  mereka  tidak  ikut  melakukan  penawaran
harga terendah, karena mereka juga akan dapat dalam kegiatan
lainnya.
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Diketahui, lelang tender kegiatan pemerintah adalah mekanisme
formal yang digunakan instansi pemerintah untuk mendapatkan
barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya melalui proses
pengadaan yang transparan, adil, dan kompetitif.

Melalui proses tender, pemerintah mengundang penyedia (vendor)
untuk mengajukan penawaran harga dan kualitas, yang kemudian
dievaluasi  untuk  menemukan  penawaran  terbaik  yang  memenuhi
spesifikasi kebutuhan.

Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan anggaran negara
secara  efektif  dan  efisien,  meningkatkan  penggunaan  produk
dalam negeri, serta mewujudkan pemerataan ekonomi.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari PPK,
UKPBJ dan APIP. (Red)


